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A. Definisi Layanan Psikiatri Forensik

Psikiatri Forensik :
cabang sub spesialistik bidang psikiatri yang memiilki peran
membantu penegak hukum terkait kasus dengan dugaan masalah
kejiwaan (ODMK) atau gangguan kejiwaan (ODGJ) terkait

permasalahanhukum.yang dijalaninya, baik perkara pidana, perdata
maupun hukum administrasi negara.
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PERAN GANDA PSIKIATER DI BIDANG HUKUM

TREATING PSYGHIATRIST
(Saksi Fakia)

« Hubungan dokter-pasien

- Prinsip confidentiality (Menjaga
Kkerahasiaan)

- Pemberi terapi

Menjaga rahasia medis (Pasal 10 Permenkes
No. 269 Tahun 2008)-> , pasal 36 Permenkes
no 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis

Resum Medis /CLINICAL REPORT sebagal
bukti petunjuk

RSSESSING PSYGHIATRIST

Memeriksa - Pemberi

( Keterangan Anli)

- Bukan hubungan dokter-pasien
- Prinsip non-confidentiality (Pembukaan

Kerahasiaan namun terbatas)

- Menjawab Pertanyaan Hukum/Khusus

A

Memberikan~ |
keterangan sebagai
SAKSI/AHLI di
pengadilan untuk

BAP

Memberi Opini Tanpa

VERR / FORENSIC REPORT sebagai alat bukti

Memeriksa

Memberi Keterangan
Teori terkait gangguan
kejiwaan




PERAN PSIKIATER DI BIDANG HUKUM

AN

Guna membuat terang
0DMK/0DGJ APH /Pihak Berwenang PSIKIRTER ——— | perkara dengan cara:
TerlibatDalam i I ¥
Permasalahan hukum . : o i * Pembuktikan unsur hukum
Jenis VeRP jika
Jenis Kasus permimaan > Pemohon APH * Keketatan prosedur
. : « SKKJ
: ||:|dzn? pemeriksaan Kocakapan l
erdata = Mental jika
e Administrasi =
P Masing-masing unsur ada
EZ:Nkenang UU yang mengatur




Ruang Lingkup PEMERIKSARN PSIKIATRI

Berdasarkan PERMENKES No. 77 Tahun 2015

Pasal 3 Ayat 1

Ruang lingkup pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi perkara pidana dan perdata.

7 PIDANA

PASAL 3 AYAT 2

Unsur yang diperiksa:

Mempertanggungjawabkan-tindak
pidana yang telah dilakukan
Dampak psikologis Terperiksa yang
menjadi korban tindak pidana
Kecakapan mental Terperiksa untuk
menjalani proses peradilan pidana

Pusat Unggulan Kesehatan Me

~ | peroaTA

PASAL3 AYAT 4

Ada tidaknya gangguan jiwa
tertentu dan/atau penentuan
kecakapan mental Terperiksa
untuk melakukan perbuatan
hukum




Layanan Psikiatri Forensik di Bidang Hukum

Kasus Pidana

VERP Pelaku: Kemampuan
terperiksa dalam
mempertanggungjawabkan tindak
pidana yang telah dilakukannya: -
Insanitv defense

VERP Korban : dampak psikologis
pada terperiksa yang menjadi
korban tindak pidana

Kecakanan mental teroeriksa untuk
menjalani proses peradilan pidana .
Competency to stand trial
Competency to be interviewed

Kasus Perdata & (SKKJ Kecakapan mental)

YV V

Pengampuan, Hak Asuh, adopsi, Menikah
dibawah umur, pembatalan perkawinan,
perikatan: jual beli,kontrak, sewa, perceraian,
wasiat, dl|

Laik Kerja, Laik Studi.

Naturalisasi (WNA mjd WNI)

Mengambil putusan medis (donor
organ/penyesuaian kelamin, Terapi/ tindakan
medis ODMK/ODGJ)

ODGJ/ODMK melakukan perjalanan luar
negeri, pembuatan SIM pada terperiksa
disabilitas dll

Administrasi Negara:
- SKKJ Administrasi (syarat sekolah, CPNS)
- SKKJ Administrasi Khusus (Calenspejabatypubliky€PNSke:PNSHEPNSdisabilitypPPDS)
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Pembuktian unsur

Undang-undang yang mengatur

Pengampuan

Hak asuh anak

Pengikatan

Pembatalan
perkawinan

Perceraian

Wasiat

Pasal 433 — Pasal 462 KUHPerdata

Pasal 156 huruf (a) KHI
Pasal 1320, 1330, 1446 KUHPerdata

Pasal 61 KUHPerdata

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 895-896 KUHPerdata




Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik Dalam Perkara Pidana

® N
Insanity Defense Competency to stand trial

Tujuan
Menetapkan apakah terperiksa memiliki
. kemampuan/kapasitas mental untuk
Tujuan

Menetapkan apakah terperiksa begitu iea"'gm?lmes peradilan

terganggu mentalnya sehingga TIDAK
mampu mempertanggungjawabkan
pendapatnya

Tidak kompeten # tidak akan dituntut lagi
- harus dipulihkan kompetensinya

Apakah berhak mendapat alasan agar dapat menjalani pengadilan lagi

penghapus pidana?
1. Alasan pembenar
2. Alasan pemaaf



e Pasal 44 KUHP;

> Orang Yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkawabkan kepadanya
karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;
> pertumbuhan jiwanya cacat dan terganggu karena penyakit maka hakim dapat

memerintahkan supaya ditempatkan dalam RSJ paling lama satu tahun sebagai
percobaan.

e Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa,
penyakit jiwa, retardasi mental atau disabilitas mental lainnya, tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.

e Pasal 42
Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat
dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental,
atau disabilitas mental lainnya pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

> Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan
Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa:

A. perawatan di rumah sakit jiwa,
B. penyerahan kepada pemerintah; atau
e C. penyerahan kepada sesediailg:



Seseorang telah melakukan suatu perbuatan
yang melawan hukum saja tidak cukup untuk
dapat menjatuhkan pidana padanya, kecuali bila
memang dapat pula dibuktikan bahwa ia
bertanggung jawab secara pidana (criminally
liable).

3 syarat yang harus dipenuhi Ketika seseorang

yang terlibat perkara pidana dinyatakan Dapat

dipersalahkan sehingga dapat

dipertanggungjawabkan:

1. Kemampuan bertanggungjawab

2. Ada hubungan psikis antara pelaku dan
perbuatannya , dalam bentuk dolus
(sengaja) atau culpa (lalai).

3. Tidak ada dasar penghapus kesalahan

Mampu bertanggungjawab artinya:
v' pelaku melakukan perbuatannya
dengan bebas; tanpa paksaan

v' pelaku menginsyafi bahwa
perbuatannya melawan hukum
dan ia mengerti akibat
perbuatannya.

v' Dalam praktik, setiap pelaku
dianggap mampu
bertanggungjawab ; kecuali bila
ada dugaan pelaku sakit jiwa atau
tidak sempurna tumbuhnya




KEMAMPUAN BERTANGUNG JAWAB;

-

Yang tidak mampu bertanggung jawab:

a. Yang tidak menyadari, tidak memahami, dan tidak dapat memilih dan mengarahkan kemauannya.
Misalnya, pelaku yang menderita epilepsi lobus temporalis.

b. Yang menyadari, tetapi tidak memahami dan tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya,

seperti pada kasus-kasus yang pelakunya adalah penderita psikosis.

2. 'Yang bertanggung jawab sebagian:

a. Yang menyadari, memahami tetapi tidak mampu memilih dan mengarahkan kemauannya, seperti
pada penderita kompulsi

b. Yang menyadari, memahami dan sebenarnya mampu memilih dan mengarahkan kemauannya tetapi
tidak mendapat kesempatan untuk berbuat seperti itu karena adanya dorongan impuls yang kuat,
seperti yang terjadi pada tindakan-tindakan yang impulsif atau "mata gelap".

w

. Yang mampu bertanggung jawab penuh
a. Yang melakukan suatu pelanggaran hukum tanpa merencanakan lebih dulu.
Yang melakukan pelanggaran hukum dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.

=



Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Pidana

(setelah dibebaskan)

Forensic Risk Assessment (.. Probabilitas )
A melakukan tindakan

Tujuan ’ Intervensi Ib membahayakan dan

Menentukan tingkat probabilitas seseorang ‘ dampaknya TURUN

akan melakukan tindakan yang
membahayakan diri sendiri, orang lain, dan/atau

melawan hukt_m_l, _balk untuk pertama kali atau @ Menanggulangi risiko
berulang (residivisme)

- 9 9 Deteksi kejadian kekerasan
' || Individu yang
3 ,\ berisiko

BERULANG J
Hasil




Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Pidana
(Korban)

@ Dampak psikologis pada korban tindak pidana
=

TUJUAN
ee Menentukan Apakah berhubungan -~
ee gejala psikologis dengan kejadian \‘\‘
dan diagnosis traumatis yang dialami? -\
psikiatri

N €
1 — > AKSI LEGAL Penegakan keadilan

v

psikis dan fisik

korban

» Tata laksara medis
|—> Tata laksana psikiatri

Perbaikan kondisi ]

artawijaya Y. ISBN: Jurnal Psikiatri dan Kesehatan Jiwa Indonesia Indonesian Journal of Psychiatry and mental Health.
cheburdaE, Con IPDAmo PJ. Evaluatio fpyhlgalh rmin m ictims f iolent crime. Psychology in Spain. 2003;7(1):10-8.




Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Perdata

Pengampuan

~

PERAN PSIKIATER
Menetapkan defisit fungsional calon diampu dan
derajat tuntutan situasional sehingga Idapat dikatakan
“inkompeten”
Pengampuan akan mendatangkan KEUNTUNGAN >

K kerugian pada calon diampu J

Syarat administrasi:

Surat permohonan pemeriksaan ditujukan kepada
Direktur Utama,

Surat permohonan bermeterai ditandatangani oleh
seluruh saudara kandung hidup, FC KTP dan FC
KK seluruh pihak yang tercantum pada surat
permohonan, FC Akte Kelahiran pengampu dan
yang diampu, dokumen lain yang relevan, dll

ﬂ Siapakah yang dapat...

DIAMPU

» Dungu/sakit otak/sakit
ingatan/mata gelap

« Pemboros

» Lemah akal pikiran

» Tidak sanggup
mengurus kepentingan
diri sendiri dengan
semestinya

MENGAMPU

Setiap keluarga
sedarah

Para keluarga
sedarah dalam garis
lurus, dan oleh
mereka dalam garis
samping sampai
derajat keempat
Dapat meminta
sepengampuan bagi
dirinya



Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Perdata

Hak Asuh

Menentukan Parenting Capacity dalam

0] Perebutan hak asuh

(Perceraian)
. Syarat administrasi:
02 AdOPSI Surat permohonan pemeriksaan ditujukan
kepada Direktur Utama, FC KK, FC KTP, FC
. . Akta Nikah, FC akte anak, Bukti serah terima
03 Terminasi hak asuh anak, Kronologi usaha untuk mendapatkan
(Abuse/neglect) keturunan, Bukti pengasuhan seperti buku
. . imunisasi, video relasi, dokumen lain yang
04 Reintegrasi relevan, di

For the BEST INTEREST of the CHILD



Eti(l)Dlgrgiilarll(JljJurlr(;z:ggangU' fisik/mental Syarat administrasi;
(ODGJODMK) - Permohonan tertulis dari istansi

- Perbedaan pendapat pekerja& peminta yang ditujukan kepada

pemberi kerja :
- Evaluasi kembali bekerja setelah Direktur Utama,

sakit/gangguan
data diri terperiksa, dokumen
relevan lainnya yang dibutuhkan
eperti pada laik kerja: rincian

' ekerjaan, tuntutan pekerjaan,
penilain kinerja sebelumnya dll
dokumen terkait yang
dibutuhkan.

RAWAN KONFIK KEPENTINGAN:
PEKERJA (Kesempatan bekerj ekonomi, stigmatisasi, HDR) >< PEMBERI KERJA (Prinsip Ekonomi,
Risiko Bahaya)




Dasar Hukum Terkait Pemeriksaan Psikiatri Pada PTUN

0DGJ/0DMK

UU TERKAIT PEMERIKSAAN FTW

Perihal

UU yang mengatur

Penyandang Disabilitas

Pedpman Pemeriksaan
Keswa

Pelayanan Kesehatan Akibat
Kerja

Kesehatan Jiwa
Keselamatand dan

Kesehatan Kerja Lingkungan
kerja

Pasal 11, UU RI No
8 tahun 2016

Permenkes 77 Th
2015

Permenkes RI NO:
11 TH 2022

Pasal 74 UURI NO
18 TH 2014

PMK RI'NO:5 TH
2018

!

PP RI NO 1 TH 2003 TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA RI

diberhentikan-dengan.hormat-berdasarkan

surat keterangan Badan Penguji

Kesehatan:

a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua
jabatan karena kesehatannya; atau

b. menderita penyakit/kelainan jiwa yang
berbahaya bagi dirinya dan/atau
organisasi Kepolisian Negara Rl
dan/atau lingkungan kerjanya.

|

Peraturan BKN Negara Rl No 7 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti
PNS

v’ Sskit > 1 hari=> permintaan tertulis
kepada PPK / pejabat penerima
delegasi wewenang - melampirkan
surat keterangan dokter baik di dalam/
di luar negeri dgn SIP.

v' Cuti sakit paling lama 1 th, ditambah
paling lama 6 berdasarkan surat
keterangan tim penguji Kesehatan.

v' Bila 1 tahun 6 belum sembuh diuji
kembali oleh tim penguji Kesehatan—->
PNS diberhentikan dengan hormat
mendapat uang tunggu sesuai UU.



Jenis Pemeriksaan Psikiatri Forensik dalam Perkara Perdata

e Naturalisasi

Syarat administrasi:

Surat permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Direktur Utama, FC KTP/Kartu ljin Tinggal
Terbatas (KITAS)/ Kartu ljin Tinggal Tetap(KITAP), FC Visa, FC Nomor Induk Orang Asing (
NIORA), FC Akte nikah ( bila sudah menikah ), dokumen lain yang relevan, dll

e Penggantian identitas jenis kelamin

Syarat administrasi:

Surat permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Direktur Utama, FC KK, FC KTP,
dokumen medis terkait ( terapi hormon, pemeriksaan kromason, dokumen lain yang relevan,
dil)

e Transplantasi organ dll

%

Kemampuan terperiksa untuk memahami keuntungan dan risiko
serta alternatif dari keputusan yang diambil




Dasar Hukum Permintaan Pemeriksaan Perkara Pidana:

Permenkes 77 tahun 2015 pemeriksaan  Kesehatan Jiwa : hukum perkara pidana harus |
diselenggarakan di RS milik pemerintah dan pemerintah daerah

v
A. PERSYARATAN K |

A\ 4

B. Sistem keamanan
/pengawasan terperiksa,

Surat permohonan resmi: a. identitas lengkap pemohon; APH wajib ikut menjaga
at; Eg‘:okg:g] kepada b. identitas terperiksa terperiksa selama 24 jam
ek - direktur/kepala rumah » c. tujuan pemeriksaan dilengkapi selama diakukgggobservasi
c. pengadilan; atau - N ' (pasal 19)
d. lembaga negara penegak sakit dengan jenis dan uraian
hukum lainnya yang perkara. a. mencegah Terperiksa
ditetapkan undang-undang. — —_ == = = | melarikan diri;
. " - - . b. menghindari terjadinya
Informasi pada terperiksa / keluarga: upaya bunuh diri pada
B an: a. prosedur pemeriksaan: Terperiksa;
ers-ya.ra s L - wawancara Klinis psikiatri c. menghindari terjadinya
a. tim: 3 pemeriksa, ketuai Psikiater dan tenaga kesehatan . L bunuhan/tindak
= R - pemeriksaan dan observasi psikiatrik EeIT unu a”dln a
c. 1 ruang perawatan, tingkat keamanan sesuai standar; - pemeriksaan psikometrik, fisik dan Tzre;?ﬁ(asg.pgaf
d. Closed Circuit Television (CCTV); penunjang sesuai indikasi. penksa, gan
. L . d. menghindariterjadinya
e. perlengkapan audio; - analisis medikolegal :
f Inst i iri i rek dari isasiprofesi tindak kekerasan oleh
ULy AN . 4414100 gu i Kesaes Ment
yang melakukan pemeriksaan. a. _hasn pgmerlksaan hanya diberikan kepada lain
instansi pemohon.




TATA GARA PEMERIKSAAN PSIKIATRI SEBAGRI AHLI

Berdasarkan PERMENKES No. 77 Tahun 2015

SURAT PERMOHONAN RESMI

Kasus pidana

dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
atau lembaga negara penegak hukum
lainnya

Kasus perdata
dari para pihak sesuai dengan ketentuan
peraturan UU atau pengadilan

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA (MINIMIAL 3 ORANG)

#u. Anggota: tenaga kesehatan lain
ﬁ Ketua: psikiater » 4 (spesialis lain, dokter umum,
" psikolog klinik)

Aﬁ Terperiksa dan keluarga mendapatkan
informasi:
Prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa
Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa hanya
diberikan pada instansi pemohon

R

TTEMPAT PEMERIKSAAN

Kasus pidana
RS Milik pemerintah dan pemerintah
daerah

Kasus perdata
RS/klinik utama/setara milik pemerintah,
pemerintah daerah, atau swasta

PENGIRIVIIN SURAT

Ditujukan kepada
Direktur/Kepala RS/pimpinan klinik utama

Ditandatangani oleh
Eare gihak atau hakim pengadilan sebagai
pemohon



ALUR PEMERIKSAAN PSIKIATRI FORENSIK

Surat Permohonan Edukasi pada Proses .
kepada Dirut—> pemohon dan Syarat Pemeriksaan Penulisan Tandatangan Penyerahan
pembentukan Tim terperiksa Adr_mmst Pengumpulan laporan Tim dan VERP/SKK
rasi data Direktur
Pidana - Tujuan pemeriksaan Pidana (BAP Pembqktian Unsur: Drafting Review. . Pihak pemohon
Perdata - Proses pemeriksaan dan petunjuk Pemeriksaan Diskusi Tim Persetpjuan Tim Tanc_ja tangan
Administrasi - Bukan hubungan yang relevan) psikiatri terstandar: Analisa pgmerlksa dan buI_(tl serah
Self Asessment dokter pasien Perdata ( mis: poosel/asy medicolegal 2t s terima laporan
- Pembukaan Adopsi: wawancara Laporan final
kerahasian pada KK KTP. Akta -Psikometri
plals Lz Nikah, Bukii Penunjang medis &
- Hasil diserahkan T psikologis
pada pemohon anak, Bukti - Kolateral data yang

Biaya

pengasuhan spt
buku imunisasi,
video relasi dll
Administrasi
negara

Self Asessment

relevan
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